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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDOMESIA
NOMOR 80 TAHUN 2003
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

NMenuabang * a bahwa agar pengadaan barang/jasa pemenintah yang dibiayai

Mengingat

dengan  Anggdran  Pendapatan  Belanja  Negata  /Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBN/AFBUD) dapat dilngsanakan
dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan schat,
transparan, terbuka, dan perlakusn yang adil bag: semua pihak,
sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik,
kenangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintih
dan pelayanan masyarakat, dipandang perlu menyempurnakan
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 ientang Tedcinan
Pelaksanaan Pengadaan Barang/)asa Instansi Pemerintah;

bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan
Presiden temtang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasa:r 1945 scbagaimana telah

diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945,

Peraturan  Pemerintah  Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penvelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3956);

. Keputusan  Presiden Nomor 42 Talwn 2002 fentang  Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73 Tambahan
lLembaran Negara Nomor 4212),

MEMUTUSKAN: ...
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MEMUTUSKAN:

Menetaphan @ KEPUTUSAN - FRESIDEN  TENTANG ~ PEDOMAN  PELAKSANAAN
I'ENGADAAN BARANG/JASA FEMERINTAH.

BAB
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini, yang dimaksud dengan :

1..'

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegialan pengadaan
barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APED, baik yang

dilaksanukan secara swakelola maupun oleh penyedin bavang/jasa;

Fengguna barang/jasa adalah kepala kantor/saluan kerja/
pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran
Dacrah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang
bcrtung;‘ung jawab atas pelaksanaan pangadaan barang/jasa dalam
lingkungan unit kerja/proyek tertentu;

Penyeclia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan
yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa;

. Kepala kantor/satuan kerja adalah pejabat struktural departemen/

lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan
barang/jasa yang dibiayai dari dana anggaran belanja rutin APBN;
Pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek adalah pejabat yang
diangkat oleh Menteri/Pemimpin  Lembaga/Gubernur/Bupali/
Walikota/pejabat yang diberi kuasa, yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari anggaran
belanja pembangunan AFBN; :

6. Pengguna ...
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Pengguna  Anggaran  Daerah  adalah  pejabat  di  lingkungan
pemerintah propinsi/ kabupaten/koln yang bertangzung jawah atas
peluksannan  pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana
anggaran belanja APBD,

. Fgyabat yang disamakan adalah pejabat yang diangkat olch pejabat

yang berwenang di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI)/
Kepolisian  Republik  Indonesin  (Poln)/pemerintah  dacrak/Bank
Indonesia (BI)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Badan Usaha
Milik  Negara (BUMN)/Badan Usaba Milik Daerah (BUMD), yang
bertanggung jawab atas velaksanaan pengadaan barang/jasa yang
dibiayai dari APBN/APBD;

Panitia pengadaan adalah lim yang diangkat oleh pengguna
barang/jasa untuk melaksanakan pemiiihan penyedia barang/jasa;

" Pejabal pengadaan adalah personil yeng diangkat oleh pengguna

barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa
dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah);

Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan
penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan
pekerjaan,

Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang
meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan,
yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa;

Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi
atau wujud fisik lainnya yang perencanaan leknis dan spesifikasinya
ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya
dinwasi oleh pengguna barang/jasa;

. 13. Jasa ...
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Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam
berbagal bidang yang meliputi jasa perencanaan konsiruksi, jasa
pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam
rangka mencapai sasaran lertentu yang keluarannya bevbentuk
piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka
acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa;

. Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain

jasa konsullansi, jasa pemborongan, dan semasokan barang,

5. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jnin pemerintah adalab tanda

bukt pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang
pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan persyaratan
suscotang unluk  diangkat scbagal pengguna barang/jasa atan
panitia/pejabat pengadaan;

Dokumen  pengadaan  adalah  dokumen  yang disinpkan  oleh
panitia/pejabal  pengadaan  sebagai  pedoman dalam proses
pembuatan dan penyampaian penawaran ‘oleh calon penyedin
barang/jasa seria pedoman evaluasi penawaran oleh panitia/pejabat
pengadaan;

. Kontrak adalah perikatan antara penggzuna barang/jasa dengan

penyedia barang/jasa dalam pelaksanaar pengadaan barang/jasa;
Usaha kecil termasuk koperasi kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat
yang berskala kecil dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 entang Usaha Kecil;

Surat jaminan adalah jaminan tertuls yang dikeluarkan bank
umum/lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia
barang/jasa kepada pengguna barang/jasa untuk menjamin
terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa;

20, Kemilraan ...
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Kemitraan adalah kegjasama usaha antara penyedia barang/jasa
dalam negeri maupun dengan luar negeri yang masing- masing
pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas,
berdasarkan kesepakalan bersama yang dituangkan dalam

perjanjian tertulis;

. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh

pengguna  barang/jasa/panitia pengadaan/pejabat  pengadaan/
penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak
melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan
pengadaan barang/jasa;

. Pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi

tinggi dan/atau mempunyai resiko tinggi dan/atau menggunakan
peralatan  didesain  khusus  dan/atay  bernital  di atas
Rp50.000,000.000,00 (lima puluh miliar rupiah),

Bagian Kedua
'"Maksud dan Tujuan

Fasal 2

(1) Maksud diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah unluk

Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :

mengatur  pelaksanaan ‘pengadaan barang/jasa yang sebagian
atau seluruhnya dibiayai dari APBN/AFBD,

{2) Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini -adalak a.gu_rl

pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau
seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisicn, efektif,
terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan
akuntabel,
Bagian Ketiga
Prinsip Dasar
Pasal 3

a. efisien ...

#
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elisien, berarti pengadaan barangfjasa harus diusahakan dengan
menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai
sasaran  yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkamya dan
dapal dipertanggungjawabkan;

efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesual dengan
kebuluhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaal
yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditelapkan;
terbukn dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus lerbuka
bagi penyedia’ barang/jasa yang memenuhi  persyaratan  dan
dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia
barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu
hcrdasnrrkun ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai
pengadaan  barang/jasa, termasuk syarat teknis administeasi
pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon
penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penvedia
barang/jasa yang berminal serta bagi masyarakat luas pada
urnumnya,

adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama
bagi semua calon penyedia barang.'jase dan tidak mengarah untuk
memben !ceum_ungnn kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau

alasan apapun;

akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan

maupun manfdat bagi kelancaran pelaksanaan tugas wmum
pemerintahan dan pelayanan masyarakal sesuai déngan prinsip-
prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Bagian Keempat
Kebijakan Umum

Pasal 4

Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah :

a meninelkatban
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meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, caneang hanann
dan perekayasaan nasional yang sasavannyva acalall memperiuag
lapangan kerja dan mengembangkan indusin dalam negeri dalam
rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produks dalam negen
pada perdagangan internasional;

meningkatkan peran serta usaha keal termasuk koperasi kecil dan
kelompok masyarakal dalam pengadann barang/jnsn,

menyederhanakan ketentuan dan fata cara unluk mempercept

prases pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa;

meningkatkan profesionalisme, kemandiran, dan tmggungjawab
pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadran, dan penyedia
barang/jasa,

meningkatkan penerimaan negava melalui sektor perpajakan;
menumbuhkembangkan peran seria usaha nasional;

mengharuskan  pelaksanaan  pemilihan  penyedia  barang/jasa
dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan
barang/jasa kecuali pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia
pada set:ap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.

Bagian Kelima
Etika Pengadaan

Pasal §

Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang
terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi
ctika sebagai berikut : .

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk

mencapai sasaran kelancaran dan kelepatan tercapainya tujuan
pengadaan barang/jasa;

b. bekerja ...
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. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serla

menjaga kerahasizan dokumen pengadaan barang dan jasa yang
seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan

dalam pengadaan barang/jasa;

. lidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung

untuk mencegah dan menghindavi terjadinya persaingan tidak
sehat;

. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang

ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;

menghindari dan mencegah legadinye pertentangan kepentingan
para pihak yang teckait, langsung maupun tidak langsung dalam
proses pengadaan barang/jasa (conflict of interesty,

. menghindari dan mencegah terjadinys pemborosan dan kebocoran

keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa:

. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau

kolusi dengan tujuan uniuk keuntungan pribadi, golongan atau
pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan
negara,

. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk

memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada
stapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkailan dengan

pengudaan barang/jasa. \

Bagian Keenam
Pelaksanaan Atas Pengadaan
Pasal 6

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan :
5. dengan menggunakan penyedia barang/jasa;
b. dengan cara swakelola,
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Bagian Ketujuh
Ruang Lingkup

Pasal 7

Ruang lingkup berlakunya Keputusan Presiden ini adalah untuk :

4. pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau
seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD,

b. pengadaan barang/jasa yang sebagian alau seluruhnya dibiayai
dari pinjaman/hibah luar negen (PHLN) yang sesuai atau tidak
bertentangan dengan pedoman dan ketentuan pengadaan
barang/jasa dari pemberi pinjaman/hibah bersangkutan;

c. pcnap.dun barang/jasa  untuk investasi di lingkungan Bl
BHMN, BUMN, BUMD, yang pembiayaannya scbagian atau
seluruhnya dibebankan pada APBN/AFBD.

Pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dari
dana APBN, apabila ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri/
Pemimpin Lembaga/Panglima TNI/Kapolri/Dewan Gubernur Bl/
Pemimpin BHMN/Direksi BUMN harus tetap berpedoman secrla
tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan
Presiden ini. \

Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah yang mengatur
pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dari dana AFPED
harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan
ketentuan dalam Keputusan Presiden ini.

BAB 1l...
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BAB U
PENGADAAN YANG DILAKSANAKAN FENYLEDIA BARANG/JASA

Bagian Pertama
Pembiayaan Pengadaan
Pasal &

Departemen/Kementerian/Lembaga/TNI/Pori/Pemerintah  Daerah/
EI/BHMN/BUMN/BUMD wajib menyedinkan biaya administras;
proyek untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang
dibiayai dari APBN/APBD, yaitu : '
a. honorarium pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pe-gadaan,

bendaharawan, dan staf proyek;
B pengumuman pengadaan barang/jasa;
¢. penggandaan dokumen pengadaan ‘barang/jasa dan/atau dokumen

prakualifikasi;
d. administrasi  lainnya yang diperlukan  untuk  mendukung

pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Kedua
‘fugas Pokok dan Persyaratan Para Pihak

Paragraf Pertama
Persyaratan dan Tugas Pokok Pengguna Barang/Jasa

Pasal 9

() Pengguna barang/jasa harus memeruhi persyaratan sebagai
berikut :
a. memiliki integritas moral;
b, memiliki disiplin tinggi; )
c. memiliki tanggung jawsb dan kualifikasi teknis serts
manajerial untuk melaksanakan fugas yang dibebankan
kepadanya;
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d. wemiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jass pemerintaly;

e. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak
tegas dan keteladanan dalam sikap dan periiaku serta  tidak
pernah terlibat KKN, .

Berdasarkan usulan pimpinan unit kerja yang bﬁrﬁﬂngkiﬂﬂﬂ

dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam  ayat (1),

pengzuna  barang/jasa  diangkat dengan  surat  keputusan

Penters/ Panghima x'I'NIII{ni;ﬁalri;’I’cmjmpin Lemnbiga/ Gubernues

Liepali/ Walikota/ Dewan Gubernur Bl/Pemumpin BHMN/ Diveksi

BUMN/BUMD atau pejabat yang diberi uasa.

l'ugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa

arialah;

d4., menyusun perencanaan pengadaan karang/jasa;

b. mengangkat panitia/pejabal pengadaan barang/jasa;

c. menelapkan  paket-paket  pekegaan  diserlai ketentuan
mengenal peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan
peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk
koperasi kecil, serla kelompok masyarakat;

d. menctapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HFS),
jadual, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang
disusun panitia pengadaan,

e. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat
pcngaldaan sesual kewenangannya, -

i manu"fapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia
barang/jasa sesuai kelentuan yang berlaku;

g. menyiankan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan
pihak penyedia barang/jasa;

h. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa
kepada pimpinan instansinya,

i. mengendalikan ...
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i, mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;

J. menyerahkan aset hasil pengadian barang/jasa dan aset

tninnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Femimpin
Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan  Gubernur  BI/
Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/3UMD dengan berita acara
penyerahan;
k. menandalangﬁni pakta integritas  sebelum pelaksanaan
pengadaan barang/jasa dimulai,
Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian
dengan penyedia barang/jasa 'npnbiln belum lersedia anggaran
atau tidak cukup tersedia anggarvan yang akan mengakibatkan
dilampauinya batas uﬁggamn yang tersedia untuk kegiatan/proyek
yang cibiayai dari APBN/AVBD,
Pengguna barang/jasa bertanggung jiwab dari segi administrasi,
fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang

dgilaksanakannya.

Paragraf Kedua

Pembentukan, Persyaratan, Tugas Pokok, dar, Keanggotzan

(1)

d (2)

(3)

(4)

Panitia/Pejabat Pengadaan
Pasal 10

Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan
nilai di atas kp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh panitia atau pejabat
pengadaan.,

Anggota panitia pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari
instansi sendiri maupun instansi teknis lainnya.

Panitia/pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan ayat (2) di atas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
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memiliki integritas moral, disiplia dan tanggung jawal dalam
melaksanakan tugas;

memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi  tugas
panitia/pejabat pengadaan yang barsangkutan;

memahami isi dokumen pengcdaan/metoda dan prosedur
pengadaan berdasarkan Keputusan Presiden ini;

tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang
mengangkat dan menelapkannya sebagai panitia/pejabat
pengadaan;

memiliki  sertifikat  keahlian  pengadaan  barang/jasa
pemerintah,

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan
meliputi sebagai berikul :

a.

e,

menyusun jadual dan menelapkan cara pelaksanaan seria
lokasi pengadaan;

menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
menyiapkan dokumen pengadaan;

mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak
dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan
Jjika memungkinkan melalui media elektronik;

menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau
prakualifikasi;

melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
mengusulkan calon pemenang;

. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada

pengguna barang/jasa;
menancatangani  pakta integritas sebelum  pelaksanaan
pengadaan barang/jasa dimulai,

(6) Panitin
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Panitia berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya 3
(liga) orang yang memahami lala cara pengadaan, substansi
pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain  yang
diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar

instansi yang bersangkutan.

Pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang yang memahami tata
cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan
dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam

maupun dari luar instansi yang bersangkutan.,

Dilarang duduk sebagai panitia/pejabal pengaclinn:

1. pengguna barang/jasa dan bendahaiawan;

b. pegawai pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKF)/Inspektorat Jenderal Departemen/Inspekiorat Utama
Lenibaga Femerintah Non Departemen/ Badan FPengawas
Daerah  Propinsi/Kabupalen/Kota, FPengawasan  Internal
BI/BHMN/BUMN/BUMD  kecuali menjadi  panitia/pejabal
pengadaan untuk pengadaan barang/iasa yang dibutuhkan
instansinya.

Paragraf Ketiga
Persyaratan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 11

Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan
adalah sebagai berikut : '
a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;
b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan
manajerial untuk mmyédilhn bararg/jasa;

- il dals
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tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan
usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau diveksi yang
bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam
menjalani sanksi pidana;

secara hukum mempunyai kapasilas menandatangani kontrak;

. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan

tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokop: bukti
landa terima penyampaian Sural Pajak Tahunan (SFT) Pajak
Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran
Pajak (SSP) PFh Pasal 29,

dalam kurun wakiu 4 (empat) taaun terakhir pernah memper-
oleh pekerjaan menyediakan bazang/jasa baik di lingkungan
pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak,
kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dani 3
(tiga) tahun;

memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas
lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;

tidak masuk dalam daliar hitam;

memiliki alamat tetap dan jelas serla dapat dijangkau dengan
pos,

khusus untuk pnnycdin. barang/jasa orang perscorangan
persyaratannya sama dehgan di atas kecuali huruf f.

Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan
Jjasa konsultansi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

b.

memiliki Nomor Pokok Wajio pajak (NPWP) dan bukti
penyelesaian kewajiban pajak;
lulmmqumﬂnsﬁnagtﬁmhmqummﬁnmiswm
yang telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang atau yang
lulus ujian negara, atau perguruan linggi luar negen yang
ijasahnya telah disahkan/diakui oleh instansi pemeriatah yang
berwenang di bidang pendidikan tinggi;

R
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¢, mempunyai pengalaman di bidangnya.

(3) Pegawai negeri, pegawai Bl, pegawai BUMN/BUMN/BUMD
dilavang menjadi  penyedia  barang/jasa, kecuali  yang
bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara/Bl/
BHMN/BUMN/ BUMD.

(4) Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan
pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa,

(5) Terpenuhinya persyaratan penyedia barang/jasa dinilai melalui
proses prakualifikasi atau pascakualifikasi oleh panitia/pejabat
pengadaan. -

Bagian Keliga
Jadual Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 12

Pengguna barang/jasa wajib mengalokasikan waktu yang cukup untuk
penayangan pengumuman, kesempatan untuk pengambilan dokumen,
kesempatan untuk mempelajari dokumen, dan penyiapan dokumen
penawaran,

Bagian Keempat
Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri
Pasal 13
(1) Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri
(HPS) yang dikalkulasikan secara kechlian dan berdasarkan data
yang dapat dipertangungjawabkan.

) HPS disusun oleh pnmtl!pql.h! pengadaan dan ditetapkan oleh
pengguna barang/jasa., 3

(3) HPS ...
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G HPS digunakan sebagai alat untuk menidlay kewagaran  harga
penawaran lermasuk rinciannya daa untuk menctapkan besaran
tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai
tevlaiu  rendah, telapi tidak dapat diadikan dasar untuk
mengeugurkan penawaran,

(4) MNilai tolal HPS terbuka dan tidak bers:fat rahasia.

(5) HPS merupakan salah satu acuan dalam menentukan tambahan

nilai jaminan,

Bagian Kelima
Prakualifikasi dan Pascakualifikas:

Paragraf Pertama
vrinstp-Prinsip Prakualifikasi dan Pascakualifikasi

Fasal 14

(1) Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetens dan kemampuan
usaia serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dan penyedia
barang/jasa sebelum memasukkan penawaran.

i2) Pascakualifikasi adalah proses penilaian  kompetensi dan
kemampuan usaha serta pemenuhan parsyaratan tertentu lainnya
dari penyedia barang/jasa setclah memesukkan penawaran,

(3) Panitia/pejabat pengadaan wajib melakukan pascakualifikasi
untuk pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/
jasa lainnya secara adil, transparan, dan mendorong terjadinya
persaingan yang sehat dengan mengikutseriakan sebanyak-
banynh':]m penyedia barang/jasa.

(¢) Pralualifikasi wajib dilaksanakan untuk pengadaan jasa
konsultansi dan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa
lainnya yang menggunakan metoda penunjukan langsung untuk
pekerjaan kompleks, pelelangan terbatas dan pemilihan langsung,
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Panitia/pejabat pengadaan dapat melakukan prakualifikasi untuk
pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa

lainnya yang bersifat kompleks,

Dalam  proses prakualifikasi/pascakualifikasi  panitia/pejabat
pengadaan dilarang menambah  persyaratan prakualifikasi/
pascakualifikasi di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuan
Keputusan Presiden ini atau kelentuan peraturan perundang:
undangan vang lebih tingei;

Persyavatan prakualifikasi/pascakualifikasi vang ditetapkan havus
merupakan  persyaratan minimal  yang dibutuhkan  untuk
pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yangz sehat secara

luas,

Fengguna  barang/jasa wajib  menyederhanakan  proses

prakualifikasi dengan tidak meminta seluruh dokumen yang

_disyamilknn melainkan cukup dengan formulir isian Jualifikasi

penyedia barang/jasa,

Penyedia barang/jasa wajib menandatangani surat pernyataan
atas metcral bahwa semua informasi yang disampztik:ml ditinin
formudir isian kualifikasi adalah benar, dan alpnbilﬂ diketemuban
peiipuan/pemalsuan atas informas yang disampaikan, terhadap
}'angl bersangkutan dikenakan sanksi pembatalan sebazai cslon
pemenang, dimasukkan dalam daftar hitam sekurang-kurangnvs 2
(dua) tahun, dan tidak boleh mengikuti pengadaan untuk 2 (dua)
tabun berikutnya, serla diancam dituntut secara perdala dan

pidana.

{(10) Dalam pfosas prakualifikasi/pascakualifikasi  parutia/pejabat

‘pengadaan tidak boleh melarang, menghambat, dan membatasi

keikutsertann calon peserta pengadaan barang/jasa dari luar
propinsi/kabupaten/kota lokasi pengadaan barang/jasa.

(11} Departemen ...
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{11) Departemen/Kementerian/Lembaga/TNI/ Polri/ Pemerintah/ Dacrah/

BI/BHMN/BUMN/BUMD  dilarang  melakukan  prakuali-fikasi
massal yang berlaku untuk pengadanan dalam kurun waktu
tertentu,

(12) Pada setiap tahapan proses pemilihan penyedia barang/jasa,

d

(1

(2)

(M

pengguna  barang/jasa/panitin/pejabat  pengadaan  dilarang
membebani atau memungut biaya apapun kepada penyedia
barang/jasa, kecuali biaya penggandaar dokumen pengadaan.

Paragrafl Kedua
Proses Prakualifikasi dan Pascakualifikasi

Pasal 15

Proses prakualifikasi secara umum meliputi pengumuman
prakualifikasi, pengambpilan dokumen prakualifikasi, pemasukan
dokumen prakualifikasi, evaluasi dokumen prakualifikasi,
peneiapan calon peserta pengadaan yang lulus prakualifikas, dan
pengumuman hasi! prakualifikasi,

Proses pascakualifikasi secara umum melipuli  pemasulan
dokumen kualifikasi bersamaan dengan dokumen penawaran dan
terhadap peserta yang diusulkan untuk menjadi pemenang serta
cadangan pemenang dievaluasi dokumen kualifikasinya.

Bagian Keenam
Prinsip Penetapan Sistem Pengadaan
Pasal 16

Untuk menentukan sistem pengadaan yang meliputi metoda
pemilihan penyedia barang/jasa, metoda penyampaian dokumen
penawaran, metoda ewlm penawaran, dan jenis kontrak, periu
mempertimbangkan jenis, sifat, dan nilai barang/jasa serla kondisi
lokasi, kepentingan masyarakal, dan jurclah penyedia barang/jasa
yang ada.

7Y Dalam



PRFSIDEN
R TR T T T T

20 -

(2) Dalam menyusun rencana dan penentuan pakel pengadaan,
pengeuna  barang/jasa  bersama  dengan  paniting - wapb
memaksimalkan penggunaan produksi  dalam  negeri  dan
perluasan  kesempatan bagi usaha kecil, koperasi kecil, dan
masyarakat,

(%)  Dalam menctapkan sistem pengadaan, pengguna barang/ jasa;

a. wajib menyediakan schanyak-banyaknyn paket pengadaan
untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil tanpa mengabaikan
prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan siste'n, kualitas,
dan kemampuan leknis usaha kecl;

b, dilarang menyatukan atay memusatkan beberapa kegiatan yang
tersehar di beberapa dacrah yang menurut sifal pekernan dar
tingkat efisiensinya scharusnya dilakukan di daerali masing-
masing;

¢. chiarang menyatukan beberapa paket pekerjann yang menurut
sifat pekegjaan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh
usaha kecil termasuk koperasi kecil,

d. dilarang menetapkan kriteria dan persyaratan pengadaan yang
diskriminatif dan tidak obyektif.

Bagian Ketujuh
Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya

Paragraf Pertama
Metoda Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/jasa Lainnya

Pasal 17

(1) Dalam pemilihan penyedia huunéfjnu pemborongan/jasa
lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan
umum, g

(2) Pelelangan ...
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Felelangan umum adalah metoda pemilihan penyedia bavang/jasa
yang dilakukan secara lerbuka dengen pengumuman secara luas
melalul media massa dan  papan ptngumumnﬁ resmi untuk
penerangan umum sehingga masyarikat luas dunia usaba yang
berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

Dalam  hal  jumlah penyedin barang/jasa ' yang  mampu
melaksanakan diyakini terbatas yaitu untuk pekerjpan yang
kompleks, maka penulithan penyedia barang/jusa dapal dilakukan
déngan meloda pelelangan ferbains dan diviumbkan secarn Tuas
melalui media massa dan papan peagumuman tesmi dengan
mencanlumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu,
s memben kesempatan kepada penyedia barang/ jasa lainnya
yang memenuhi kualifikasi.

Dalam hal meloda pelelangan umum atau pelelangan terbatas
dunlai tidak efisien dari segi biaya pelelangan, maka pemilihan
penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metodn pemilihan
langsung, yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan
dengan  membandingkan  sebanyak-banyaknya penawaran,
sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia
barang/jasa yang telah lulus prakualfikasi serta dilzkvkan
negosiasi baik teknis maupun blaya serta harus diumumbkan
minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan
umum dan bila memungkinkan melalui internet.

Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia
barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung
terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan
Aegosiasi baik teknis maupun biaya sehingge diperoleh harga yang
wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf ...
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Paragraf Kedua
Metoda Penyampaian Dokumen Penawaran Pada Pemilihan Penvedia
Barang/Jasa Pemborongan/|usa Lainnya

Pasal 18

(1) Dalam pemilihan penyedia barang/jasa semborongan/jasa lainnya
dapat dipilih salah 1 (satu) dari 3 (liga) metoda penyampaian

dokumen penawaran berdasarkan jenis barang/jasa yang akan

diadakan dan metoda penyampaian dokumen penawaran tersebut

harus dicantumkan dalam dokumen lelang yang meliputi :
a. metoda satu sampul;
b, metoda dua sampul;

¢. meloda dua tahap.

(2) Meloda satu sampul yaitu penyampaian dokumen penawaran yang

terdiri dari persyaratan administrasi, tekn.s, dan penawaran harga

yang dimasukan ke dalam 1 (satu) sampul tertulup kepada

panitia/pejabat pengadaan.

(3) Metoda dua sampul yaitu penyampaian dokumen penawaran yang
persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul
tertutup |, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul
tertutup I, selanjutnya sampul | dan sampul Il dimasukkan ke
dalam 1 (satu) sampul (sampul penutup) dan disampaikan kepada

panitin/pejabat pengadaan.

(4) Metoda dua tahap yaitu penyampaian dokumen penawaran yang

sersyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul

lertulup |, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul
tertutup I, yang penyampaiannya dilakukar. dalam 2 (dua) lahap

secara terpisah dan dalam waktu yang berbeda.

Paragraf ...
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Faragraf Ketiza

Evalunsi Penawaran Pada Vemililian Penyedia Brvane/Jnz

(1)

(2)

(3

(4)

Pemborongan/[asa Lainny:
Fasal 19

Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya
dapat dipilih salah 1 (satu) dari 3 (lga) metoda evaluasi
penawaran bcraasal'kan jenis bavang/jasa yang akan diadukan,
dan metoda evaluasi penawaran lersebut harus dicantumkan
calam dokumen lelang, yang melipul .

a. sistem gugur;

b. sistem mla,

¢, sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.

Sistem gugur adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara
memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap
pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalun dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa dengan urulan proses evaluasi
dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis
dan kewajaran harga, terhadap penyedia barang/jasa yang tidak
lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan guzur,

Sistem nilai adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara
memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yung dinilai
berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditetapkan dalam
dokumen  pemilihan  penyedia  barang/jasa, kemudian
membandingkan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta
dengan penawaran peserta lainnya,

Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis adalah evaluasi
penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai pada unsur-
unsur teknis dan harga yang dinilai menurut umur ekonomis
barang yang ditawarkan berdasarkan kriteria dan nilai yang

ditetapkan ...
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ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa,
kemudian nilal unsur-unsur tersebut dikonversikan ke dulam
satuan mata uang tertentu, dan dibandingkan dengan jumlah nifai
dari setinp penawaran peserta dengan penawaran peseria lainnya,

Dalam  mengevaluasi dokumen penawaran, panilia/pejabat
pemiliban penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah,
menambak, dan mengurangi kriteria dan tatacara evaluasi tersebut
dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang
bersifat post bidding.

Paragraf Keempat

Prosedur Pemilihan Fenyedia Barsng/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya

Pasal 20

'resecur pemiliban penyedia barang/jasa  pemborongan/ s
liinnya dengan metoda pelelangan umum meliput:
4, dengan prakualifikasi;

1) pengumuman prakualifikasi;

2) pengambilan dokumen prakualifikasi;

3) pemasukan dokumen prakualifikast;

4) evaluasi dokumen prakualifikasi;

5) penetapan hasil prakualifikasi;

6) pengumuman hasil prakualifikasi;

7) masa sanggah prakualifikasi;

&) undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;

9) pengambilan dokumen lelang umum;

10) penjelasan;

11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan

perubahannya;

12) pemasukan penawaran;

13) pembukaan penawaran;

14) evaluasi penawaran,

15) peretapan pemenang,

TR venanmman
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16) pengumuman pemenang;
17) masa sanggah;

18) penunjukan pemenang;
19) penandatanganan kontrak;

b. dengan pasca kualifikasi:
1) pengumuman pelelangan umum;
2) pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;
3) pengambilan dokumen lelang umum;'
4) penjelasan;
5) penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan
perubahannyas;
6) pemasukan penawaran,
7) pembukaan penawaran;
8) evaluasi penawaran fermasuk evaluasi kuslifikasy
9) penetapan pemenang;
10) pengumuman pemenang;
11) masa sanggah;
12) penunjukan pemenang;
13) penandatanganan kontrak,

(2) Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa
lainnya dengan inetoda pelelangan terbatas meliputi ;

pemberitahuan dan konfirmasi kepaca peserta terpilih;

pengumuman pelelangan lerbatas;

pengambilan dokumen prakualifikass,

pemasukan dokumen prakualifikasi;

evaluasi dokumen prakualifikasi;

penelapan hasil prakualifikasi;

pemberitahuan hasil prakualifikasi;

7R S0 00 op

masa sanggah prakualifikasi;
undangan kepada peserta yang lulus prakualifikas;
J» penjelasan;

-
3

' i k. penyusunan ...
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penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan
perubahannyn;

pemasiikan Penawarin,

pembukaan penawaran;

n. evaluasi penawaran;

0, penclapan pemenang;
P pEnguinuman pemenang;

masa sanggah;
penunjukan pemenang;
penandatanganan kontrak.

Prosedur pemilihan  penyedia barang/jasa  pemborongan/jasa

Jainnya dengan metoda pemilihan langsiag melipeti |

pengumuman pemilihan langsung;

. pengambilan dokumen prakualifikas;

pemasukan dokumen prakualinikas
evaluasi dokumen prakualifikasi;
penetapan hasil prakualifikas,
pemberitahuan hasil prakualifikasi;
masa sanggah prakualifikasi;

. undangan pengambilan dokumen pemilihan langsung;

penjelasan;

penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan
perubahannya;

pemasukan penawaran;

pembukaan penawaran;

. evaluasi penawaran,

penetapan pemenang;
pemberitahuan penetapan pemenang,;
masa sanggah;

penunjukan pemenang;
penandatanganan kontrak,

(4) Tata ...
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Tata cara pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa

lninnya dengan metoda penunjukan langsung meliputi:

a. undangan kepada peserta terpilih;

b, pengambilan dokumen  prakuvabifikasi  dan  dokumen
penunukan langsung,

c. pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi,
penjelasan, dan pembuatan berita acara penjelasan;

d. perhasukan penawaran;

e, evaluasi penawaran;

f. negosiasi baik teknis maupun biaya;

5. penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa;

h. penandatanganan kontrak,

Bagian Kedelapan
Sistem Pengadaan Jasa Konsultansi

Paragraf Pertama
Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konsultansi

Pasal 21

Pengguna barang/jasa menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK)
dan menunjuk panitia pengadaan/pejabat pengadaan.

Panitia/pejabat pengadaan menyusun harga perkiraan sendiri
(HPS) dan dokumen pemilihan penyedia jasa konsultansi meliputi
KAK, syarat administrasi, syarat teknis, syarat keuangan, metoda
pemilihan  penyedia jasa konsultansi, metoda penyampaian
dokumen penawaran, metoda evaluasi penawaran, dan jehis

kontrak yang akan digunakan,
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Metoda Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
Pasal 22

Femilihan penyedia jasa konsultansi pada prinsipnva  harus

dilakukan melalw  seleksi umum, Dalam keadaan tertentu
pemiliban penyedia jasa konsultanst dapat dilakukan melalu

seleksi terbatas, seleksi langsung atuu penunjukan langsung,

Seleksl umum adalah metoda pemilihan penyedia jasa konsultansi
yang daftar pendek pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi
secara terbuka yaitu diumumkan secara luas melalui media massa
dan papan pengumuman resmi untuk penerangar umum

schingga masyarakat luas mengetahui dan penyedia  jasa
konsultansi yvang  berminat dan memenuhi kualifikasi dapat
mengikutinyga.

Seleksi terbalas adalah metoda pemiliban penyedia jasa konsultansi
untuk pekerjaan yang kompleks dan diyakini jumlah penycdia jasa
yang mampu melaksanakan pekepaan tersebut  jumlahnya

terbalas.

Dalam hal metoda seleksi umum atau seleks: terbatas dinilai tidak
efisien dari segi biaya seleksi, maka pemilihan penyedia jasa
kongultansi dapat dilakukan dengan seleksi langsung vaitu metoda
pemilihan  penyedia jasa konsullansi yang daltar pendek
pesertanya ditentukan melalui proses prakualifikasi terhadap
penyedia jasa konsultansi yang dipilih langsung dan diumumkan
untuk

sckurang-kurangnya di papan pengumuman resmi

penerangan umum atau media elekirenik (internet).

Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia
Jasa konsultansi dapat dilakukan dengan menunjuk satu penyedia
jasa  konsultansi yang memenuhi kualifikasi dan  dilakukan
negosiasi baik dari segi teknis maupun biaya sehingga diperolch
biaya yang wajar dan secara leknis dapat dipertanggungjawabkan,

Paragraf ...
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Faragraf Keliga
Meloda Penyampaian Dokumen Penawaran
Facla Pemilihan Penyedia Jasa Konsultans:

Pasal 23
Dalam pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dipilin salah 1
(salu) dari 3 (tiga) meloda penyampdian dokumen penawaran
berdasarkan jenis jasa konsultansi yang akan diadakan dan harus
dicantumkan dalam dokumen seleksi.
Metoda  penyampaian  dokumen penawaran jasa  konsullans
meliputi ;
4. metoda satu sampul;
b. metoda dua sampul;
c. metoda dua tahap.

Paragrafl Keempat
Metoda Evaluasi Penawaran
Untuk Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
Pasal 24

Dalam pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dipilih salah 1
(satu) dari 5 (lima) metoda evaluasi penawaran berdasarkan jm‘,is
jasa konsultansi yang akan diadaken dan harus dicantumkan
dalam dokumen seleksi, yaitu:

a, metoda evaluasi kualitas;

b. metoda evaluasi kualitas dan biaya;

¢. metoda evaluasi pagu anggaran;

d. metoda evaluasi biaya terendah;

e. metoda evaluasi penunjukan langsung.

Metoda evaluasi kualitas adalah evaluasi penawaran jasd
konsultansi berdasarkan kualitas pcmwuuﬁ “teknis terbaik,
dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.

(3) Metoda ...
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Meloda evaluasi kualitas dan biaya acalah evaluasi pergadaan jasa
konsultansi berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis
dan biaya terkoreksi dilanjutkan dengan klarifikas! dan negosiasi
teknis serta biaya. '

Meloda evaluasi pagu anggzaran adalah evaluasi pengadaan jasa
konsultansi berdasarkan kualitas penawaran teknis lecbaik dai
peseria yang penawaran biaya terkoteksinya lebih kecil atau sama
dengan pagu anggaran, dilanjulkan dengan klanfikasi dan
s tekais serta Daaya,

Melodn evaluasi biaya terendah adalah eviduasi pengadaan jasa
konsultans berdasarkan penawaran biaya terkoreksinya terendah
dart konsultan yang nilai penawaran teknisnya di alas ambang
batas persyaratan teknis yang telah ditentukan, ditunjutkan dengan
klavifikasi dan negosiasi teknis serta hiaya.

Metoda evaluasi penunjukan hns:ung adalah evaluasi terhadap
hanya satu penawaran jasa koasultansi berdasarkan kualitas leknis
yang dapat dipertanggungjawabkan dan biaya yang wajar setelah
dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya,

Paragraf Kelima
Prosedur Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 25

Prosedur pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan metoda
seleksi umum meliputi:
a. metoda evaluasi kualitas, metoda dua sampul :

1) pengumuman prakualifikasi;

2) pengambilan dokumen prakualifikasi;

3) pemasukan dokumen prakualifikasi;

4) evaluasi prakualifikasi;

5) penetapan hasil prakualifikasi;

6) pengumuman ...
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6) pengumuman hasil prakualifikasi;
7) masa sanggah prakualifikasi;
8) undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek;
9) pengambilan dokumen seleksi umum,
10) penjelasan;
11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan
perubahaannya;
12) pemasukan pennwal-'an;
13) pembukaan penawaran administeasi dan tekois (sampul 1),
14) evaluasi administrasi dan teknis,
15} penetapan peringkat teknis;
16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis (pemenang);
17) masa sangzgah;
18) pembukaan penawaran harga (sampul II) peringkat tekms
terbaik; .
19) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
20) penunjukan pemenang,
21) penandatanganan kontrak;

b. metoda evaluasi kualitas, metoda dua tahap:

1) pengumuman prakualifikasi;

2) pengambilan dokumen prakualifikasi,

3) pemasukan dokumen prakualifikasi;

4) evaluasi prakualifikasi;

5) penetapan hasil prakualifikasi;

6) pengumuman hasil prakualifikasi;

7) masa sanggah prakualifikasi;

8) undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek;
9) pengambilan dokumen seleksi umum;

10) penjelasan;
11) p&nw:uﬁn berita acara penjelasan dokumen scleksi dan

perubahaannya; '

12) tahap |, pemasukan penawaran administrasi dan teknis;

13, pembukaan ...
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13) pembukaan penawaran administeasi dan tekms;

14) evaluasi administeasi dan teknis,

15) penetapan peringkat teknis; 1

16) pemberitahuan/pengumuman peringkal teknis (pemenang);

17) masa sanggah, '

15) tahap ll, mengundang peringkat teknis terbaik (pemenang)
uniuk memasukkan penawaran biaya,

19) pemasukan penawaran biaya;

20) pembukaan penawaran biaya;

21) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;

22) penunjukan pemenang;

23) penandatanganan kontrak;

. metoda evaluasi kualitas dan biaya, metoda dua sampul :

1) pengumuman prakualifikasi;
2) ﬁcng&mbilnn dokumen prakualifikasi;
3) pemasukan dobumen prakualifikas:;
4) evaluasi prakualifikasi;
5) penetapan hasil prakualifikasi;
6) pengumuman hasil prakuelifikasi;
7) masa sanggah prakualifikasi; |
8) undangan kepada konsultan yang masuk daflar pendek;
9) pengambilan dokumen seleksi umum;
10) penjelasan;
11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan
perubahaannya;
12) pemasukan penawaran;
13) pembukaan penawaran administrasi dan teknis (sampul I);
14) evaluasi administrasi dan teknis;
15) penetapan peringkat teknis;
16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis,
17) undangan pembukaan penawaran kepada peserta yang
Tulus evaluasi teknis;
18) pembukaan ...
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18) pembukaan penawaran biaya (sempul 11);

19} evaluasi biaya;

20) perhitungan kombinas teknis dan biaya;

21) penelapan pemenang;

22) pengumuman pemenang;

23) masa sanggah;

24) klarifikasi dan negosinsi  teknis  secta  biayn  dengan
pemenang;

25) penunjukan pemenang,;

26) penandatanganan kontrak;

. metoda evaluasi pagu anggaran, metoda dua sampul :

1) pengumuman prakualifikasi;

2) pengambilan dokumen prakualifikasi;

4) pemasukan dokumen prakualifikasi;

4) evaluasi prakualifikasi,

5) penctapan hasil prakualifikasi;

6) pengumuman hasil prakualifikasi;

7) masa sanggah prakualifikasi;

8) undangan kepada kensultan yang masuk daftar pendek;

) penjelasan;

10) penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan
perubahaannya;

11) pemasukan penawaran; .

12) pembukaan penawaran administ-asi dan teknis (sampul I);

13) evaluasi administrasi dan teknis; terhadap yang penawaran
biayanya sama atan di bawah pagu anggaran;

14) penetapan peringkat teknis;

15) pengumuman/pemberitahuan peringkat teknis;

16) masa sanggah;

17) undangan pembukaan penawaran biaya kepada peserta
yang lulus evaluasi teknis;

' 18) nembukaan
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18) pembukaan penawaran biaya (sampul 11), koreksi aritmalik,
dan penetapan pemenang,

19) klarifikasi dan konfirmasi negosiasi teknis dan biaya dengan
pemenang  (peringkat teknis terbaik yang penawaran
biayanya sama atau di bawah pagu anggaran);

20) penunjukan pemenang (award),

21) penandatanganan kontrak;

meloda evaluasi biaya terendah, meloda dua sampul @

1) pengumuman prakualifikasi;

2) pengambilan dokumen prakualifikasi;

3) pemasukan dokumen prakualifikasi;

4) evaluasi prakualifikasi; .

5) penetapan hasil prakualifikasi;

6) pengumuman hasil prakualifikasi,

7) masa sanggah prakualifikasi;

8) undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek;
9) pengambilan dokumen seleksi urum,

10) penjelasan;

11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dun
perubahaannya,

12) pemasukan penawaran;

13) pembukaan penawaran adminisirasi dan teknis (sampul 1)}

14) evaluasi administrasi dan teknis;

15) pengumuman/pemberitahuan hasil evaluasi administrasi
dan teknis;

16) undangan pembukaan penawaran bagi yang lulus;

17) pembukaan penawaran biaya (sampul II);

18) evaluasi penawaran biaya;

19) penelapan pemenang;

20) pengumuman pemenang;
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21} masa sanggaly

22) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan pemenang;
23) penunjukan pemenang;

24) penandatanganan kontrak,

(2) ]"msad{ar pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan metoda
seleksi terbalas dan seleksi langsung pada prinsipnya sama dengan
r prosedur pemilihan penyedia jasa konsultansi denzan metoda
selekst umum, hanya berbeda pada cara penyusunan daftar
pendek,
(3) Tata cara pemilihan penyedia jasa konsullansi dengan metoda
penunjukan langsung meliputi:
a. undangan kepada konsultan terpilih dilampini dokumen
prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung;
b pemasukan dan evaluasi dokumen prakizaliﬂknsi serta
penjelasan; |
¢. pemasukan penawaran administrasi, teknis, dan biaya dalam
satu sampul;
d. pembukaan dan evaluasi penawaran :.‘.ﬂch panitia;
¢. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
f. penetapan/penunjukan penyedia jasa konsultansi;
2. penandatanganan kontrak.

Bagian Kesembilan
Pejabat yang Berwenang Menetapkan
Penyedia Barang/Jasa

Fasal 26
i

Pejubal yang berwenang menetapkan penyedia barang/jasa adalah ;
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. Penguuna barang/jasa untuk pengadean yang bernilm sompa

dergan Rp50.000.000.000,00 (hma puluh miliar rupah) tanpa
memeriukan  persetujuan  Menteri/Panglima  TNI/Kepaln  Polei/
Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur
B/ Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD, pejabai  alasan
pengauna barnng/jasa yang bersangkutan.

Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/ Permimpin Lembaga/Dewan
Gubernur Bl/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN untuk pengidaan
Lurang/jasa yang dibiayai dani dana APBN yang bernilai oi atas
Rp50,000,000.000,00 (lima puluh miliar rupiah),

Gubernur untuk pengadaan barang/jasa yang dibtaym dan dana
APBD Foopinsi yang bernilai di atas Rp50.000.000.000,00 (hima
pulul miliar vupiah),

Gupati/Walikota untuk  pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari
dana  APBD  Kabupaten/Kota yang bernilai di  atas
Rpp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Direksi BUMD untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari
dana APBN/AFBD yang bernilai di atas Rp50.000.000.000,00 (limia
puluh miliar rupish) dengan pemtujuun Gubernur/Walikota/
Bupali.

Bagian Kesepuluh

Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Pengacuan Masyarakal, dan ]

Pelelangan atau Seleksi Gagal
Paragral Pertama

Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Pengaduan Masyarakat

Pasal 27

(1) Peserta pemilihan p:nyadu. barang/jasa yang merasa dirugikan,

baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya,

dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna barang/jasa
apabila ditemukan :
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a. penyimpangan lerhadap ketentuan dan prosedur yang telah
ditefapkan dalam dokumen pemilihan penyedia bavang/jasa;

b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi tevjadinya persaingan
yang sehal,

¢, penyalahgunaan wewenang olehl panitin/pejabat pengadaan
dan/atau pejabat yang berwenang lainnya;

d. adanya unsur KKN di antara pescrta pomiliban penyedin
barang/jasa;

¢, adanya unsur KKN antara peseria dengan anggoln panitia/
pejabat pengadaan dan/atau dengan pejabat yang berwenang
lainnya.

Pengguna barang/jasa wajib memberikan jawaban selambal-

lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak surat sanggahan diterima.

Apabila penyedia barang/jasa tidak puas terhadap jawaban

pengeuna barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),

maka dapat mengajukan surat sanggahan banding.

Surat sanggahan banding disampaikan kepada Menleri/Panglima
TNI/Kepala Poiri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/
Dewan Gubernur Bl/Pemimpin® BHMN/Direksi BUMN/BUMD
selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban
atas sanggahan tersebut.

Menteri/Panglima  TNI/Kepala  Polri/Pemimpin  Lembaga/
Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan  Gubernur  Bl/Pemimpin
BHMN/Diveksi BUMN/ BUMD wajib memberikan jawaban
selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak  surat
sanggahan banding diterima.

Proses pemilihan penyedia barang/jasa tetap dilanjutkan tanpa
menunggu jawaban atas sanggahan barding,

Apabila sanggahan banding ternyata benar, maka proses
pemilihan penyedia barang/jasa dievaluasi kembali atau dilakukan
proses pemilihan ulang, atau dilakukan pembatalan kontrak.
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(5) Setiap pengaduan harus ditindaklanjuti oleh instansi/pejabat yang
menerima  pengaduan  sesuai  dengan  katentuar  perafuran
perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Kedua
Felelangan/Seleksi Ulang

Pasal 28

(1) Pelelangan umum dan terbatas  dinyatakan  gagal  oleh
panitia/pejabat pengadaan, apabila:
a. jumlah penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran
kurang dari 3 (tiga) peserta; atau
b. tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi
d.m;'l. teknis; atau
¢, harga penawaran terendah lebih tinggi dari pagu anggaran
yang tersedia.
(2) Seleksi umum dan terbatas dinyatakan gagal oleh panitia/pejabat
pengadaan, apabila :
a. jumlah penyedia jasa konsultansi yang memasukkan
penawaran kurang dari 3 (tiga) peseria; atau
b. tidak ada penawaran yang memanuhi persyaratan administrasi
dan teknis; atau
¢, negosiasi atas harga penawaran gagal karena tidak ada peserta
yang menyetujui/ menyepakati darifikasi dan negosiasi.
(3) Pelclangan/seleksi dinyatakan gagal oleh pengguna barang/jasa
atau pejabat berwenang lainnya apabila :
a. sanggahan dari penyedia barang/jasa ternyata benar;
b. pelaksanaan pelelangan/seleksi tidak sesuai atau menyimpang
dari dokumen pengadaan yang telah ditetapkan,

(4) Apabila ...
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Apabila pelelangan/seleks: dinyalakan gagal, maka pamba/pejabat

penzadaan segera melakukan pelelanzan/seleksi ulang,

Apabila dalam pelelangan ulang, jumlah penyedia burang/jaza
yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua) maka Jdilakukan
permintaan  penawaran dan negosiasi  seperti  pada  proses

pemilihan langsung.

Apabria dalam pelelangan ulang, jumlah penyedia bavang/jasa
yang memasukkan penawaran hanya Z (dua) maka diizkukan

negosias: seperti pada proses penulihan langsung,.

Apabila dalam pelelangan ulang, jumlah penyedia bavang/jasa
vang lulus prakuvalifikasi hanya 1 (satu) maka dilakukan
permintaan penawaran dan negosiasi  seperti pada  proses

penunjukan langsung,

Apabila dalam pelelangan ulang, jumlah penyedia barang/jasa
yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) maka dilakukan
negosiasi seperti pada proses penunjukan langsung,

Apabila dalam seleksi umum/terbatas ulang, jumlah penyedia jasa
konsultansi yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua) maka
dilakukan permintaan penawaran dan negosiasi sepertl pada
proses seleksi langsung,

{10) Apabila dalam seleksi umum/terbatas ulang, jumlah penyedia jasa

konsultansi yang memasukkzn penawaran hanya 2 (dua) maka

dilakukan negosiasi seperti pada proses seleksi langsung,

(11) Apabila dalam seleksi umum/terbatas ulang, jumlah penyedia jasa

konsultansi yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu) maka
dilakukan permintaan penawaran den negosiasi seperti pada
proses penunjukan langsung.

(12) Apabila dalam seleksi umum/terbatas ulang, jumlah penyedia jasa

konsultansi yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) maka
dilakukan negosiasi seperti pada proses penunjukan langsung,.

(13) Pengguna ...
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(13) Menzguna barang/jasa dilarang memberikan ganti rugi kepada
peserta  lelang/seleksi  bila  penawarannya  ditolak  atau
pelelangan/seleksi dinyalakan gagal.

Bagian Kesebelas
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Faragraf Pertama
Isi Kontrak

Pasal 29

(1) Kontrak sckurang-kurangnya memual ketentuan selvgai bevikul

a. para pihak yang menandatangam kontrak vang mehpuli nama,
Jabatan, dan alamad,

b, pokok pekerjaan yang diperjanjizan dengan usmian yang jelas
mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang dipeyjanjikan;

¢. hak dan kewajiban para pihak yarg terikat di dadam peganyian,

d, nilai atau harga kontrak pekegjaan, serta syaral-syarat
pembayaran;

e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan tevinei;

f. tempat dan jangka waktu penyelesman/penyeraban dengan
disertai jadual waktu penyelesaian/penyeralan yang pasti scrla
syarat-syarat penyerahannya;

g. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau
ketentuan mengenai kelaikan;

h. ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para
pihak tidak memenuhi kewajibannya;

i, ketentuan mengenai pemutusan kontrak sccarva sepihak;

j. ketentuan mengenai keadaan memaksa,

k. ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi
kegagalan dalam pelaksanaan pekesrjaan;

I, ketentuan ...
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I, ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;

m. ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan
hingkungan;

n. kelentuan mengenai penyelesaian parselisihan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam

kontrak pengadaan barang/jasa permerintah adalah peraturan

perundang-undangan Republik Indonesia.

Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa di dalam negeri

tidak dapat dilakukan dalam bentuk valuta asing,

Perjanjian/kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat
membebani dana rupiah murni;

Perjanjian atau kontrak dalam bentuk valuta a<in, Udak dapat
diubah dalam bentuk rupiah dan sebaliknya kontrak daiam bentuk
rupiah tidak dapat diubah dalam bentuk valuta asing.
Pengecualian terhadap ketentuan ayal (3), ayat (4) dan ayat (5)
Pasal ini harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Anggaran.

Paragrafl Keduna
Jenis Kontrak

Pasal 30

Kontrak pengadaan barang/jasa dibedakan atas:
a. berdasarkan bentuk imbalan:
1) fump sunm,
2) harga satuan;
3) gabungan /ump sum dan harga satuan;
4) terima jadi (turn key),
5) persenlase,
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b. berdasarkan jangka waktu pelaksanaan:
1) tahun tunggal;
2) tahun jamak.

¢, berdasarkan jumiab penggzuna barang/jasa:
1) kontrak pengadaan lunggal;
2) kontrak pengadaan bersama.

Kontrak fump sum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas
penyelesaian  seiuruh pekerjaan dalam batas waklu tertentu,
dengan jumlah harga yang pasti dan lelap, dan semua resiko yang
mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya
ditanggung oleh penyedia barang/jasa,

Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas
penyelesaian  seluruh  pekerjuan dalum batas waktu  tervlentu,
berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap
satuan/unsur pekerjean dengan spesifikasi teknis terlentu, yang

‘volume pekegjaannya masih bkersifat perkiraan scmentara,

sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran
bersama atas volume pekerjaan vang benar-benar telah
dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

Kontrak gabungan fumip sum can harga satuan adalah kontrak
yang merupakan gabungan /ump sum dan harga satuan dalam
satu pekerjaan yang diperjanjikan.

Kontrak terima jadi adalah kontrak pengadaan barang/jasa
pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas
waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai
seluruh  bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan utama
maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan
kriteria kinerja yang telah ditetapkan,

-

(6) Kontrak ...
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Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang
mengikat dana anggaran unduk masa lebih dan 7 (satu) fahun
anzgaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menleri Kenangan
untuk pengadaan yang dibiayai AI'BN, Guberiue wituk pengadain
yang dibiayat APBD Propinsi, Bupati/Walikola uniuk pengadain
yang dibiayai APBD Kabupalens/Kola,

Kontrak pengadaan tunggal adalah kontrak an:ara satu unit kega
alau salu proyek dengan penyedia barang/jasa tertenlu unluk

menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu terlentu,

(10) Kontrak pengadaan bersama adalah kontrak antara beberapa unit

(1)

kerja atau beberapa proyek dengar penyedia barang/jasa terlentu

untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam wakiu tertentu

sesuai dengan kegiatan bersama yang jelas dari masing-masing

unit ke¢rja dan pendanaan bersama yang dituangkan dalam
kesepakatan bersama.

Paragraf Ketiga
Fenandatanganan Kontrak

Fasal 31

Para pihak menandatangani kontrak selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat
keputusan penetapan penyedia barang/jasa dan setelah penyedia
barang/jasa menyerahkan surat jaminan pelaksancan sebesar 5%
(lima persen) dari nilai kontrak kepada pengguna barang/jasa.
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Untuk pekerjaan jasa konsultansi tidak diperlukan  jaminan

pelaksandan,

Untuk pengadaan dengan nilai di bawal Rp5.000.000,00 (lima
juta rupiah) bentuk kontrak cukup dengan kuitansi pembayaran
dengan meterai secukupnya.

Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah) sampai dengan Rp50.C00.000,00 (lima puluh juta
rupiah), bentuk kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK) tanpa
jaminan pelaksanaan sebazaimana dimaksue dalaem ayat (1),

Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rpbh0.000,000,00 (lima
puluh juta rupiah), benfuk kontrak berupa kontrak pengadaan
barang/jasa (KPB]) dengan jaminan pelaksanaan schagnimana
dimaksud dalam ayat (1).

Dalam melakukan perikatan, para pihak sedapat mungkin
menggunakan standar kontrak atau contoh SFK yang dikeluarkan
pimpinan instansi yang bersangkutan atau instansi Jainnya.

Kontrak untuk pekerjaan barang/jasa yang bernilai di atas
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ditandatangani
oleh penzguna barang/jasa selelah memperoleh pendapal ahli

hukum kontrak yang profesional.

Paragrafl Keempat
Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak
dalam Pelaksanaan Kontrak

Pasal 32
Sctelah penandatanganan kontrak, pengguna barang/jasa segera
melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan penyedia
barang/jasa dan membual berita_ acara keadaan lapangan/serah
terima lapangan, |
Penyedia barang/jasa dapat menerima uang muka dari pengguna
barang/jasa.



()

(1)

DAL LA
TR R RN VR AN BV TR T LA

Peayralia  Dacans/Aasa ||i|.'ll':|:|:.: weisaliliblan T ol
sehiarnehe pebiergan vt dengan mensolibsc bl kan Eepsala pabak

Livai

Pepyedhin Do A dilormg, wenggaliliean g jawal
abeuine pebepn mlanrg cabeizan e sl sl 1o e da
pihiak lain densan earn dan alasan apapen, keenal disub-
Fombrak b Bepnn b prenyeshin Baeied pa speshes,

Tevhudap pelangggaran adns Langan selagaimana dimaksud dalain
avad (3, dikenakan sanksi becapa denda yang bentuk el besarnya

siodinn el Betentunn yan, dinto daba Lasiteal

Parvagral Kelinw
Pembayaran Uang Muka dan
Prestas Peberjann
Pasal 33
Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang/jasa sebagai
berikul @
4. Untuk usaha Yeell selinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen)
dari nilai kontrak;
b. Untuk usaha selain usaha kecil selinggi-tingginya 20% (dua
puluh persen) dari nilai kontrak.

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat
bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran
uang muka dan kewajiban pajak. ' o

Puragral ...
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Paragraf Keenam
Perubahan Konlrak

Pusal 34

Mervubabian konteak dilakukan sesuai kesepakalan pengguna birung/jas

dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila tlerjadi perubahan

lingkup pekerjnan, metocda kerju, atan waktu pelaksannan, sesual

dengan kelentuan yang berlaku,

(1)

(2)

(3)

Paragraf Ketujuh
Penghentian dan Pemutusan’ Kantrak

Pasal 35

Penglientian kontrak dilakukan bilamana tegjacdi hal-hal di fuar
kekuasaan para pihak untuk melaksanakan kewajiban yang
ditentukan dalam kontrak, yang disebablkan  oleh  timbuliya
perang, pemberontakan, perang saudara, sepanjang kejadian-
kejndian tersebul berkaitan dengan Negara Kesaluin Republik
Indonesia, kekacauan dan huru nara serta bencana alam yang
dinyatakan resmi oleh pemerintah, atau keadaan yang diletapkan
dalam kontrak.

Femutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera
janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tangzung jawabnya
sebagaimana diatur di dalam kontrak. .

Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia
barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditelapkan dalam
kontrak berupa :

a. jaminan pelaksanaan menjadi milik negara;

b, sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa;

c. membayar denda dan ganti rugi kepada negara;

d. pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu,

FTAY Dawsmaaima
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Fengzuna barang/jasa dapat memutuskan kontrak secara sepihak
apabila  denda  keterlambatan  pelaksanaan  pekeviaan akika
kesalahan penyedia baranz/jasa sudah  melampaui  besarnya

jaminan pelaksanaan,

Pemutusan konirak yang disebabkan oleh kesalahan pengguna
barang/jasa, dikenakan sankst berupa kewajiban mengganti
kerugian yang menimpa penyedia barvang/jasa sesuai yang
ditetapkan dalam Lontrak dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Kontrak batal demi hukum apabila isi kontrak melanggar
ketentuan perundang-undangzan yang berlaku.

Fonlrak dibatalkan apabila para pihak tecbukti melakukan KEN,
kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun

pelaksanaan konlrak.

Pavagral kedelapan

Serah Terima Pekerjaan
Pasal 36

Setelah pekerjaan selesal 100% (scralus persen) sesual dengan
yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan
permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa unluk
I}{:I'I.}?EL‘ELI'IEI.H pekerjaan.

Pengguna barang/jasa  melakukan penilaian  tlerbadap  hasil
peketjaan yang telah diselesaikan, baik secara schagian atau

seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk
memperbaiki dan/atau  melengkapi kekurangan pekerjaan
sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.

Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah
seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesual dengan ketentuan

kontrak,

(4) Penyedia ...
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Penyedia barang/jasa wajib melakukan pemehharaan atas hasil
pekennan sclama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga
kondisinya tetap seperti pada saal penycralan pekerjaan dan dapal
memperolelt  pembayaran uang retensi dengan  menyeraikan
Masa pemeliharaan minimal untuk pekegjaan permanen 6 (enam)
bulan untuk pekegaan semi permaizen 3 (tiga) bulan dan masa

pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran,

Setclah masa pemeliharaan berakhir, pengguna barang/jasa
mengembalikan  jaminan  pemcliharaan kepada penyedia
burang/jusa.

' Paragraf Kesembilan
Sankasi

Pasal 37

Bila terjadi keterlambdtan peryelesaian pekerjaan akibat dan
kelalaian penyedia barang/jasa, maka penyedia barang/jasa yang
bersangkulan  dikenakan denda kelerlambatan  sekurang-
kurangnya 19/4 (satu perseribu) pes hari dari nilai kontrak,

Bila terjadi keterlambatan pekerjaan/pembayaran karena semata-
mata kesalahan atau kelalaian pengguna barang/jasa, maka
pengguna barang/jasa membayar kerugian yang ditangzung
penyedia barang/jasa akibat kelerlambatan dimaksud, yang
besarannya ditctnpka.:{ dalam kontrak sesuai ketentuun peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Konsultan perencana yang tidak cermal dan mengakibatkan
kerugian pengguna barang/jasa dikenakan sanksi berupa
keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya
dari konsultan yang bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi.

Paragraf ...
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Paragrafl Kesepuluh

Peoyelesaian Perselisilun
Pasal 38

Bila teciadi  perselisihan  antara  penggunn  barang/jasa  dan
penyedin barang/jasa mata kedun belah pihak meiyelesaikan
perselisiban di Indonesia dengan cara muasyawarah, medias,
konsiliasi, arbitrase, atau melalui pengadilan, sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak menurut hukum
yang berlaku di Indonesia.

Keputusan dari hasil penyelesaian perselisihan dengan memilih
salah satu cara tersebut di atas adaah mengikat dan segala biaya
vang timbul untuk mcnydesnikn“'h perselisihan tersebul dipikul

oleh para pihak sebagaimana diatur dalam kentral.

BAB [N
SWAKELOLA

Pasal 39

Swakelola adalah pelaksanaan pekegaan yang direncanakan,

dikerjakan, dan diawasi ser.din.

Swakelola dapat dilaksanakan oleh :

4. penggzuna barang/jasa;

b. inslansi pemerintah lain;

¢. kelompok masyarakat/lembaga swadays masyarakat penerima
hibah,

Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola :

a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
teknis sumber daya manisia instansi pemerintah  yang
bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok
pengguna barang/jasa, dan/atau

b. pekerjaan ...
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b, pekevjaan yang opervasi dan pemeliharaannys  memerlukan
partisipasi masyavakat setempat; dan/atau

c. pekegaan tersebul dilihat dari seg besaran, sifal, iokasi atau
pembiaysannya tidak diminali oleh penyedia barvang/jasa;
dan/atau

d. pekerjaan  yang  secara  rinci/detail tidak  dapa:
dihitung/ditentukan  levlebih  dahulu, schingga  apabila
dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung
resiko yang besar; dan/atuu

e. penyclenggaraan diklat, kursus, penalavan, seminar, lokakarya,
atau penyuluhan; don/alau

I, pekergaan untuk proyek perconfohan (pafof provea) yang bersifat
khusus wntuk  pengembangan  leknologi/meloda kevja yung
belum dapat dilaksanakan oleh penyedia bavang fasa; danZalan

@ pekerjaan khusus yang bersifal pemrosesan data, perumusan
kebyakan  pemerintah,  pengujian di laboratorium,
pengembangan  sistem ferlenty dan penelitian oleh perguruan
tinggi/lembaga ilmiah pemenntah;

h, pekegjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengsuna
barang/jasa yang bersangkutan,

(4) Prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, peleksanaan,
pengawasan di lapangan dan pelaporan.

BAB IV
PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI DAN
PERAN SERTA USAHA KECIL TERMASUK KOPERASI KECIL

Bagian Pertama
Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai
dengan Dana Dalam Negeri
Pasal 40

(1) Instansi pemerintah wajib:
a, memaksimalkan ...
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dari persiapan sampai dengan peayelesaian pevjanjian/lontral

Dalam perjanjian wajib mencantumkan persyaratan pengsunuin :

a.

Standar Nasional Indonesia (SNi) atau sltandar lain yang
berlaku dan/atau standar internasional yang sefars yang
ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang;

produksi dalam negeri sesuni dengan kemampuan industs
nasional;

tenaga ahli dan/atau penyedia barang/jasa dalam negen.

Bagian Kedua
Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai

dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Neger

Pasal 41

Pengadaan barang/jasa melalw pelelangan internasional agar
mengikutsertakan penyedia barang/jasa nasional seluas-luasnya.

Pengadann barang/jasa yang dibiayai dengan pinjaman kredit

ekspor alau kredit lainnya harus dilakukan dengan persaingan

sehat dengan persyaratan yang -paling menguntungkan negara,
dari segi harga dan teknis, dengan memaksimalkan penggunaan
komponen dalam negeri dan peryedia barang/jasa nasional,
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Pemilinan penyedia bacang/jasa yang dibiayat dengan pinjaman

kredit ekspor atan kredit lainnya harus dilakukar di dalam negeri.

."'-;".;i:-:ln pandaman kredil ekspor alau bab lusr negeon disertin
dengan syarat habhwa pelaksanaan pengadann barang/jusa hanya
diapal dilakukan di negara pemberi pinjaman keedi) ekspor/hibal:
agar  lelap  diupayakan  semaksimal  mungkin  pengsunaar
barang/jasa hasil produksi dalam negeri dan mengikutsertakan
penyedia barang/jasa nasional.

Bagian Ketiga
Keikutserfaan Perusahaan Asing

Pasal 42

Perusahaan asing dapat inut serta di dalam pengadaan barang/jasn

dengan nilai :

a. Untuk jasa pemborongan di atas RpS0.000.000.000,00 (lima
pulub miliar rupiah);

b. Untuk barang/jasa lainnya di atas Rp10.000.000000,00
(sepuluh miliar rupiah);

€. Untuk jasa konsultansi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
n.tpiah}.‘

Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) harus melakukan kerjasama usaha
dengan perusahaan nasional dalam bentuk keniitraan, subkontrak,
dan lain-lain, apabila ada perusahaan nasional yang memiliki
kemampuan di bidang yang bersangkutan,

Kelentuan ayat (1) dan ayatl (2) pada pasal ini dapat dikecualikan
untuk pengadaan material can peralatan perlahanan di
lingkungan Departemen Perlahanan/TNI yang ditetapkan oleh
Menteri Pertahanan/Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan.
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Bagian Keempat

Mrefevensi i
Pasal 435

Dalw dokumen pengadaan diwajibkan momberikan prefevens
harga untuk barang produksi dalam ncgeri, dan penyedia jasa

pemborongan nasional.

Untuk pengadaan barang/jasa irternasional yang dibiayai dengan
pinjaman luar negeri, besarnya preferensi harga untuk barang
produksi dalam negeri selinggi-tingginya 15% (lima belas persen)
di atas harga penawaran barang impor, tidak termasuk bea masuk,

Basarnya preferensi harga untzk pekegaan jasa pemborongan
vang dikerjakan oleh kontraktor nusional adalah 7,5% {tujuh kouia
lima persen) di alas harga penawaran terendsh dari konlrakior

AsIng.

Bagian Kelima
Penggunaan Produksi Dalam Negen

Pasal 44
Pengadaan barang/jasa supaya mengacu pada daftar inventarisasi
barang/jasa yang termasuk produksi dalam negeri yang
didasarkan pada kriteria tertentu, menurut bidang, subbidang,
jenis, dan kelompok barang/jasa.

Pengaturan mengenai daftar inventarisasi dan penyebarluasan

. informasi barang/jasa produksi dalam negeri sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) yang dikeluarkan oleh departemen yang
membidangi perindustrian dan perdagangan.

Bagian ..,
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Bagiin Keenam «
Peran Serta dan Femmaketan Pekerpan
Untuk Usaha Keeil Termasuk Koperas: Keeil

Paragraf Pertama

Peran Serta Usahia Kecil Termasuk Kopernsi Kecil

Fasal 45

Dalam proses perencanaan dan penganggaran proyek/kegiatan,
instansi pemerintah mengarahkan dan menclapkan besaran
pengadaan barang/jasa untuk usaha kecil termasuk koperasi keeil.

Departemen yang membidangi koperasi, pergusaha kecil, dan
menengah  mengkoordinasikan  pembercayaan  wsaha  kecil
termasuk  koperasi  keeil dalam  pengadaan  barang/jasa

pemerintah,

Pimpinan instansi yang membicangi koperasi, penguisaha kecil dan
menengah bersama instansi ferkait di Propinsi/Kabupaten/Kota
menyebariuasian informasi. mengenai peluang  usaha  kecil
termasuk koperasi kecil mengenal rencana pengadann barang/jasa
pemerintah di wilayahnya dan menyusun Direktori Peluang Vagi
Usaha Kecil lermasuk koperasi kecil untuk disebariuaskan kepada
usaha kecil termasuk koperasi keeil.

Paragral Kedua

Pemakelan Pekerjaan Untuk Usaha Keeil Termasuk Koperasi Keeil
5 i

-

4

Fasal 46

Nilai paket pekerjaan pengadaan barang/jasa pemborongan/)asz
lainnya sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, kecuali untuk
‘paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat

dipenuhi oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil.
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BAH V
FEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Baginn Pertama
Fembinaan

Pasal 47

Instansi pemerintah wajb mensosialisasikan dan membenkan
bimbingan teknis secara intensif kepada semua pejabal perencana,
pelaksana, dan pengawas di l'ngkungan inslansinya yang terkait
agar Keputusan Presiden ini dapat dipahami dan dilaksanakan
dengan baik dan benar,

Instanyi  pemerintah  bertanggung  jawab atas  pengendalian
selaksanaan pengadaan  bamang/jasa  termasuk  kewajiban
mengoptimalkan penggunaan produksi dalam negeri, periuasan
kesempatan berusaha bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil,

Pengguna barang/jasa setiap triwulan wajib melaporkan realisasi
pengadaan barang/jasa secara Yumulatif kepada pimpinan
instansinya. '

Instansi pemerintah wajib mengumumkan secara terbuka rencana
pengadaan barang/jasa setiap awal pelaksanaan tahun anggaran.
Pemimpin instansi pemerintah wajib membebaskan segala bentuk
pungutan biaya yang berkaitan dengan perijinan dalam rangka
pengadaan barang/jasa pemerintah kepada usaha kecil lermasulk
koperasi kecil,

Instansi pemerintah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk
apapun dalam pengadaan barang/jasa pemerintah  kecuali
pungutan perpajakan sesuni  dengan kelentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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Pensawasin
Pzl a4y
Vinzpenina Davangdasn segern selelade pensingbaumya, menyasin
organiss, uweaian tugas dan fongst secara jeias, kebijaksannan
pelaksanaan, rencana kega yung menggambackin keglatan yang
barns diliksanakan, Dentok hubwnzan kevia, saearmm yans loons
gty Tati Llesioon el paraseclin Beciae seens eviilis i
disampaikan kepada atasan langsung dan unil pengawasin intermn
el e bivsins kb,
egztminn i, St whagid e siebalond nn peencatibon i peebipscan
kewangan dan Dasil keeja pada seling kesiotan/peoyelk, baik
Liemaguan mavpun lambatan dalaom  pelaksanaaa tugnssya dan
chsmpenden Lepeela s Tz, ol nend peansannan e
inslanst yang, bersanyleutan,
Penmguna barang/jasa wajib menyimpan dan memelihara seluruh
dhobumen pelaksmoan pewsgmdiom Daennzsain levmognk el

acara proses pelelangun/seleks,

Inslansi pemerintah  wajib melakukan pengawasan terhadap
pengaing baangZinsa dan panitin/pejalad pensadaan i
lingkungan instansi masing-masing, dan menugaskan kepada
aparat ﬁengaw&san fungsional untuk melakukan pemeriksaan
sesuai ketentuan yang berlaku,

Unit pengawasan intern pada instansi pemerintah melakukan
pengawasan kegiatan/proyek, menampung dan menindaklanjuti
pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah atau
penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa,
kemudian  melaporkan  hasil  pemeriksaannya  kepada
menteri/pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tembusan

" e L - # - LLd - - "
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Pengguna barang/jasa wajib memberikan tangmapan/informasi
mengenai pengadaan barang/jasa yang berada i dalam batas
kewenangannya kepada peserta  pengadaan/masyarakat yang
uwugnjuh_u pengaduan atau yang wemerlukan perjelasan,

Masyarakal yang tdak puas terhacap tanggapen alau informasi
yang disampa:kan oleh pengguna barang/jasa dapat mengadukan
kepada  Menteri/Panglima TNI/Kapolei/Pemimpin  Jembaga/
Gubernur/Bupati/Walikcta/Dewan  Gubernur  BI/Pemimpin
BHMN/ Direksi BUMN/ BUMD.

Bugian Ketiga
Tindak Lanjut Pengavwasan

Pl 49

Kepada para pihak yang lernyata terbukti m‘clnnggnr ketentuan
dan prosedur pengadaan barang/jasa, maka

a. dikenakan zanksi administrasi;

b, dituntut gauti rugi/digugat secam perdata;

¢. dilaporkan untuk diproses secara pidana.

Perbuatan atau tindakan penyecia barang/jasa yang -dapat

dikenakan sanks: adalah :

a. berusaha mempengaruhi panitia pengadaan/pejabat yang
berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung
maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang
bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah
ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan atau
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain
untuk mengatur harga penawaran di Juar prosedur
pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga mengurangi/
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b, mengondurkan divi dengan berbagni alasan yang Ydak et
chipectpggnnng powabkon donZatpu tiedak obapst sl olel
punitia pengadaan;

et gt e nyelesaileon pebecfanmiga soaeni densen Fortead

secarn berfangeuny, jawaly, '

Atas perbmatan atau tndakan gebagaimana dimakang! dalam avn
2, dlikenakan  sanksi berdivrkon  keleabiom peralucan
pertndang-undangan  yang  berlaku yang  didahulio dengan
lindakan tidak mengikutsertakan; penyedia barang/jusa yang
terlibatl dalam kesempatan pengadaan barang/jasa pemerintah
yang bersanghkulan.

Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam  ayat (3),
dilaporkan oleh pengguna barang/jasa alau  pejabat  yang
berwenang lainnya kepada :

a. Menleri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/
Gubernur/Bupati/ Walikota/Dewan Gubernur B!/Pemimpin
BHMN/ Direksi BUMN/BUMD;

b, Pejabal berwenang yang mengeluarkan izin usaha penyedia
barang/jasa yang becsangkutan.

Kepada perusahaan non usaha kecil termasuk non koperasi kecil

yang terbukti menyalshgunakan  kesempalan dan/atau

kemudahan yang diperuntukkan  bagi usaha kecil termasuk

koperasi kecil dikenakan sanksi scbagaimana diatur dalam
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
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€. membual dan/atau  menyampatkan dokumen  dan/atau
keterangan lain yang bidak benar uniuk memenuli pecsyaratan
pengadaan barang/jasa yang dilentukan dalam cokumen
pengadann;

d. mengundurkan diri dengan berbugm alasan vang %dak dapat
dipertanggung jawabkan dan/atau tidak dapal diterima oleh
panitia pengadaan;

. tidak dupat menyelesaikan pekecjaannya sesuai dengan konteak
secara bertanggung jawab;

(3) Atas perbuatan ztau tindakan sebagaimana dimaksud dalam aymi

(1)

(5)

(2), dikenaken sanksi berdasarkan  ketemtuan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang didahuln  dengan
tndakan lidak mengikutsertakan penyedia barang/jasa  yang
terlibal dalam kesempatarn pengadaan barang/iza pemeriniah

yang bersangkutan,

Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),
dilaporkan oleh pengguna barang/jasa atau pejabat yang
berwenang lainnya kepada : '

4. Menteri/Panglima  TNI/Kepala Polri/Pemimpin  Lembaga/
Gubernur/Bupati/ Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin
BHMN/ Direksi BUMN/BUMD;

b, Pejabal berwenang yang mengeluarkan izin usaha penyedia
barang/jasa yang bersangkutan,

Kepada perusahaan non usaha kecil termasuk non koperasi kecil

yang terbukti menyalahgunakan  kesempatan  dan/atau

kemudahan yang diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk
koperasi kecil dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Keeil.
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BAB VI
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pasal 50

{(¥) Pengembangan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintak
dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Kebijakan Pengadaan
Pemerintal (LPKPP) yang pembentukannya ditetapkan dengan

Kepuatusan Presiden tersendiri.

(2)  LPKPP sudan terbentuk paling lambat pada tanggal 1 Januari 20014,

{5) langkah-langkah persiapan pembentukan LPKIP dikoordinasiban
oleh Menteri Negara Perencanaan Fembangunar Nasionai/Kepile
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

BAB VI
RETENTUAN LAIN-LAIN
Fasal 51

Ketentuan  pengadaan  bavang/jasa yang dilakukan melalui  pola
kerjasama pemerintah dengan badan usaha, diatur dengan Keputusan
Presiden tersendini.

BAB VIlI
KETENTUAN PEPALIHAN

2 Pasal 52

(1) Pengguna barang/jasa dan panitin/pejabat pengadaan  wajib
memenuhi persyaratan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa
pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 paling,
lambal tanggal 1 Januari 2006.

A Palesea
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(2) Selama persyaratan serlifikasi keahlian pengadaan barang/jasa
pemerintah  bagi pengguna barang/jasa dan  panitia/pejabat
pengadaan sebagaimana  diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10
Keputusan Presiden ini belum dipenuhi, maka sampm dengan
batas waktu langgal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
berlaku tanda bukti keikutsertaan dalam pelatihan pengadaan
barang/jasa pemerintah,

(3)

(4)

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2000, di ridang jase
konstruksi diberlakukan ketentuan pemaketan sebaga: bevikut :

A.

Pengadnan dengan milai di atas Fpl.000.000.000,00 (salu
miliar rupiah) sampai dengan Rp3 000.000.000,00 (tiga miliar
rupinh) diperuntukkan bagi usaha menengal jasa pelaksanaan
konsiruksi, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut
kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuii oleh usaha
menengul;

Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,00
(dup ratus juta rupiah) diperuntukkan bagi usaha keeil jasa
pérancunun dan pengawasan konstruksi, kecuali untuk paket
pekerjnan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat
dipenuhi oleh usaha kecil;

Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sclbclum tanggal 1
Januari 2004 dapat berpedoman pada Keputusan Fresiden Nomor
18 Tahun 2000 ftentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Bavang/lasa Instansi Pemerintah beserta Petunjuk Teknisnya.
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betenlvan Belaly gl secava et weregenay Ssiln cona pwagsadoam
bavang/Zgasa pemerintale beserta contoh (ormulie igdan dalam
ek pescndasn barangZnas peeringal, e tapban bl

Eanngrivsann €l Lavmpivanny 1) Kepuaiasan Moesiilen fod,
Fraeiiscmn wvlak inya Eepaanlvsan Peesaidea s, annd g ¢

Lo Bopuinsn Presiden Nomor 16 Tabun 104 tlentang
Pelnksanann - Angsaran Pendiapaton  dan Peligds Nesae
o bz shuabule et bwevague Rl bevalobon oleviagin ke
Prediden MNomee G Tl TDUD yang ol Desdalan pada seal

Keputusan Presiden im ditetapkan;

Lo kepstizan Presiden Nomor 18 Tabun 2000 tenlang Pedoman
Pelaksanann Pengadann Barvang/[asw Instansi Pemevintaly,

beserta pelunjuk teknis dan seluruh perubahannya dinyatakan
lidak Lerdake.

Pasal 54

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangun
Keputusan Presiden ini dengan penempatannyn dalam  Lembaran
MNegara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada langgal 3 Nopember 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
thd,
MEGAWATT SCEKARNOPUTRI
Diundangkan di jakarta '
pada tanggal 3 Nopember 2003

SERRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
iid.
BAMBANG RKESOWO
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